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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2IB TAHUN 2 010

TENTANG

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG N4AHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 58 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 21 fahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun
2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan
Orang;

Meng ingat : 1.

2.

3.

5.

6.

7.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusial

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor'13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undanq-undJng Nomo- 32 Tdhu- 2004 tFI r-l.g Pcrel ntahdr Dderan
sebagainlana telah beberapa kali diubah terakhlr dengan Undang
Undang Nomor l2 Tahun 2008;

B. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberaniasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang;

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerrntahan
Provinsi Daefah Khusus lbukota Jakarta sebaElai lbukota Negara
Kesatuan F{epublik lndonesia;

10, Paratl.rrar) Pernerintah N0m0f 38 T0hrJT 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daarah
Prcvinrti rlan Pemorintahan Daerah Kabupaten/Kola;



11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2008 tentang
Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/ataa
P;dana Perdagangan Orang;

Pe.atLrran Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana

Tata Cara dan
Korban Tindak

Gugus Tugas
Perdagangan

Ketenagakerjaan;

teniang Organisasi

13.

14.

Orang;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008
Perangkat Daerah;

Menetapkan

IVEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG,

3.

4.

5.
{".

BAB I

KETENTUAN U[IUI\I

pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur jni yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

2. Pemerintah Pfovinsi Daerah Khlsus lbukola Jakarta vanq
selanjutnya disingkat Pemerintah provinsi DKI Jakata acialai
Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penye enggara
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

6.

7.

B.

Gubernur adalah Kepala Daerah provinsi DKI Jakarta.

Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur provinsi DKI Jakarta.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang seianjulnya d s,nqkat
SKPD adal5h Satuai Kerja perariqka"r Oje,dn- Fiouinii jjXi
Jakarta

Unit Kerja Perang<at Daerah ydnq seldrjLrrnya cli5ing\at JhpD
adalah Ur t Kerja Perang<ar Daeiah F.ouinsi Dti Jd<ada:

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan perempuan, dan Keluarqa
Eerercana, ydng seidnjutnya o singhdt BpMpKB. aoalar Baoin
Pemberdayaar Masyarakat dan Pere.t oran. dar KelLa.ga
Berencana Provinsi DKI Jakafta.

Cugus TLgas Pencegahan oan Penangcnan Lndal p dana perdaoanaa.
Urdng )ang seanjut'1yd disebur CLrqus TJoas adalar lenbJqa
KoorotlaUl yang benugas mengoordinastkan _oaya penc.qahar drn
penanganan tindak pidana perdagangan orang.

SLb Gugus Tugas adalah Lemoaga koordi,]atr vanq berluoa:
mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganar tinoa. p.oina
peroagarlg?n orang dr Kola Adrn nistrasi/KdbupaLen Adnirist,as
Provinsi DKI Jakarta.
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10.

11.

12.

13.

14.

17.

18.

Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adaLah Kota Adminlsirasi/
Kabupaten Administfasi pada Provinsi DKI Jakafta.

Pencegahan adalah Segala upaya yang ditujukan untuk mencegah
sedini mungkin terjadinya berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap
perempuan oan anaK.

Perdagangan Orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, pencul;kan,
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan
atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
rnanfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang
memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di
dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau
mengakibatkan orang tereksploitasi.

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Setiap tindakan atau
serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pjdana
yang ditentukan dalam peratuaaa perundang-undangan.

Penanganan laporan/pengaduan adalah Serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu Lrntuk menindaklanjuti
laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.

Pelayanan kesehatan adalah Upaya yang meliputi aspek promotlf,
preveniif, kuratif, dan rehabiliiatif.

Rehabiiitasi sosial adalah Pelayanan yang ditujukan untuk
momulihkan dan mon,cl0mban0kan k0mampuan seseorang yanq
mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fuIgsi
sosialnya secara wajar.

Pemulangan adalah Upaya mengembalikan perempuan dan anak
korban kekerasan dari luar negerl ke tjtik deberkasi (entry point) atau
dari daerah penerima ke daerah asal.

Reintegrasi soslal adalah Upaya penyatuan kembali korban dengan
pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyafakat yang dapat
memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

15.

'16.

(1)

\2)

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur inj dibentuk Gugus Tugas.

Tujuan dibentuk Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk :

a. mencegah terjadinya perdagangan orangl
b. menciptakan keterpaduan dalam pencegahan dan penanganan

tlndak pidana perdagangan orang; dan

c. mewujudkan kota Jakarta bebas dari perdagangan orang.



BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

Gugus Tugas merupakan lembaga koordinatif dalam pencegahan dan
penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 4

Gugus Tugas mempunyai tugas :

a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana
pedagangan orang;

b. merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan dan
penanganan tindak pidana perdagangan orang;

c. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama;

d. memantau pelaksanaan rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi sosial
dan penegakan hukum; dan

e. melaksanakan pelaporaa dan evalJas..

(1)

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Gugus Tugas, terdiri dari :

a. Ketua;

b. Ketua Pelaksana;

c. Wakil Ketua Pelaksana;

d. Sekretaris;dan

e- Anggota.

Susunan keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tercantum dalam Lampiran Pefaturan Gubornur ini.

pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,
mempunyartugas:

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan
penanganan tindak pidana perdagangan orang;

b. merumuskan kebjjakan, program dan kegiatan Gugus Tugas,
serta menyusun Rencana Aksi Daerah dengan melibaikan Sub
Gugus Tugas;

c. mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan pencegahan dan
penanganan tindak pidana perdagangan orang;

(2)

(1)



d. memberikan
penanganan
Gubernur; dan

e, mengevaluasl
Gubernur.

rekomendasi pelaksanaan pencegahan dan
tindak pidana perdagangan orang kepada

dan melaporkan kegiatan Gugus Tugas kepada

(.

(2) Ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), bertanggungjawab kepada Gubernuf.

Pasal 7

(1) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf b, mempunyai tugas :

a. mengoordinasikan personil Gugus Tugas dalam melaksanakan
kegiaian pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan
ofang;

b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan keglatan
pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;

c. memberikan rekomendasi penyelenggaraan pencegahan dan
penanganan tindak pidana perdagangan orang kepada Ketua; dan

d. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pencegahan
dan penanganan tindak pidana peadagangan orang kepada
Ketua.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ('1),
Ketua Pelaksana bertanggunglawab kepada Ketua.

Pasal I
Wakil Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat ('l)
huruf c, terdiri dari :

d. Wanil Kelua Pelal..ca ra Bidang Por.nca'."n Kara Sa,l.a dJ'r
Bantuan Hukum;

b. Wakil Ketua Pelaksana Bidang Pencegahan dan Eksplo tasl
Perempuan dan Anak; dan

c. Wakil Ketua Pelaksana Bidang Rehabihtasi, Pemulangan dan Reintegrasi
Sosial.

pasal 9

(1) Wakil Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan
Bantuan Hukurn sebagaimana dirnaksud dalam Pasal B huruf a,
mempunyartugas:

a. mengoordinasikan Anggota di Bidang Perencanaan, Kerja Sama,
dan Bantuan Hukum dalam merumuskan kebtakan, pfogram,
dan kegiatan dengan melibatkan Sub Gugus Tugas serta
pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana
pefdagangan orang;

b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan
Instansi vertikal dalam pencegahan dan penanganan tindak
pidana perdagangan orang;



(2)

(1)

c. menoevaluasi dan melaDorkan Delaksanaan bantuan hukum dan
kerja- sama dalam pencegahari dan penanganan tindak pidana
peroagangan orang; aan

d. mewaklli Ketua Pelaksana dalam menghadifi rapat koordinasi
dengan Pemerintah apabila berhalangan

Wakil Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan
Bantuan Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam ayat ('1), bertanggung jawab kepada Ketua melalui
Ketua Pelaksana.

Pasal 10

Wakil Ketua Pelaksana Bidang Pencegahan dan Eksploitasi
Perempuan dan Anak sebagaimana dlmaksud dalam Pasal B huruf b
mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan Anggota Bidang Pencegahan dan Eksploitasi
Perempuan dan Anak dalam pe{aksanaan kegiatan pencegahan
dan tindak pidana perdagangan orang;

b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan
dan eksploitasi perempuan dan anak;

c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pencegahan
dan eksploitasi pe.empuan dan anak; dan

d. mewakili Ketua Peiaksana dalam menghadiri rapat koordinasi
dengan Pemerintah apabila berhalangan.

Wakil Ketua Pelaksana Bidang Pencegahan dan Eksploitasi
Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagajmana
dimaksud pada ayat (1), bedanggung jawab kepada Ketua mela ui
Ketua Pelaksana.

Pasal 11

Wakil Ketua Pelaksana Bidang Rehabilitasi, Pemulangan dan
Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c,
rnempunyarrugas :

a. mengoordinasikan Anggota Bidang RehabiLitasi, Pernulangan
dan Reintegrasi Sosial;

b. memantau dan mengevaluasi peiaksanaan rehabilitasl,
pemulangan dan reintegrasi sosial pefdagangan orangi

c. rnengevdlLasi dan melaporhar pelaksanadn {eg:alan renabr las:.
penulangan dan reinteqrasi sosial; dar

d. mewakili Ketua Pelaksana dalam menghadiri rapat koordinasi
dengan Pemerintah apabila berhalanganl

WakiL Ketua Pelaksana Bidanq Rehabilitasi, Pemulanoan. dan
Reintegrasi Sosial dalam mdlaksanakan tugas sebigaimana
d_;maksud pdda ayat \1). oe(angqung ja+ab "epada he uj nretatui
Ketua PelaKsana.

(1)

Pasal 12

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d,
terdiri atas I

a. Sekretaris I; dan

b. Sekretaris ll.

(2)

(2)



(2J Sekretaris I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu'uf a,

mempunyaitugas:

a. memfasilitasi Anggota dalam melaksanakan tLrgas dan
fungsinya;

b. mencatat dan mendata jaringan kerja Gugus Tugas;

c. mewakili Wakil Keiua Pelaksana yang berhalangan pada saat
raPat-raPat Anggota;

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana;
dan

e. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sekretariat
kepada Ketua.

Sekretaris ll sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b'

mempunyar tugas:

a. menyusun ]adwal dan menyiapkan bahan rapat koofdinasl yang
dilakukan oleh Gugus Tugas;

b. menyediakan tenaga ahli yang diperlukan Ketua dan/atau Wakil
Ketua Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana;
dan

d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sekretariat
kepada Ketua.

Sekfeta.is I dan Sekretaris ll dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Ketua

DaLam melaksanakan tugas Sekretariat seharihari, dapat dlbeniuk
Sekretafiat yang berkedudukan di Blro Kesejahteraan Sosial.

Pasal 13

Anggota sebagd:mana dmaks-d daran Pdsdl 5 ayal I1) hu'uf e

berasal dafl unsur sebaqai bedhut .

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah;

c. Penegak Hukum;

d. Organisasi Masyarakat;

e. Lembaga Swadaya Masyarakat;

f. Organjsasi Profesi;

g. Peneliti/Akademisi; dan

h. Unsur lain.

Penunjukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Ketua atas usul Ketua Pelaksana.

Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdlri dari :

a. Anggota Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Bantuan Hukum;

b. Anggota Bidang Pencegahan dan Eksploitasi Perempuan dan
Anak; dan

c. Anggota Bidang Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi
Sosial.

(3)

(4)

(5)

Si-

(1)

12)

(3)



(1)

B

Pasal 1'1

Anooota Bioana Perencdnaa-, Kerid Sdn d ddn Bd-lJan liu\ur
seo'a:qa man. "d.n-ahsuo da,an tsasa 3 d/dt rJ h-'Ll d.
mempunyai tugas :

a. merumuskan p.ogrd'n da- (egi.l.n Gug-s T-gas ddl.n
n'e.ahuhan keqialan bant-an hukun dan herja sd'lld penL'gdhan
dan peranga'an tino.rk p'da.la oerdaga-oan ora^g:

b. merumuskan nota kesepakatan dengan lnstansi Vertikal dan
Pemerintah Daerah lain dalam pencegahan dan penanganan
tindak pidana perdagangan orang;

c. membentuk jaringan kerja dalam kemjtraan dengan lnstansi
veatr(al orqanisaqi (Amasvararatan ler]Ddqa swada\a na-yardldl.
swasta, an'iar PenerinLdh'Daer ar, anlar reqara da dn_ pcnceqdhdn
dan penanganan tindak pidana perdagangan orangi

d. memberikan keria sama lembaga advokat dalam pemberian
bantuan hukum kepada ko.ban perdagangan orang;

e. memfasilitasi penyelesaian kasus perdagangan orang;

f. rneningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengawasan
terhadap pekerja anak;

g. Teningkal\an lera"npJan md>ya a\.1 dala"n pe'loa!&d)an
te.hadap pefadilan anak,

h. mensosialisasikan bentuk-bentuk pencegahan dan penanganan
tindak pidana perdagangan orang;

i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, prog.am,
dan kegiatan bantuan hukum dan kerja sama dalam pencegahan
dan penanganan tindak pidana perdagangan orang; dan

j maldporkan pe,aksandan kegiardn b.n.ua1 hukLm dan \arra
sama kepaod wak:l K^lLd Pelaksdnd Bjdanq Ba tLdn PLf-ol
dan Kerja sama.

Dala-n me.a\sanakan t rqas sebagaiTd^a d.n-ak--d padd a),dl (')
Anggota Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Bantuan Hukurn
be.tanggung jawab kepada Wa{l Kelua Pelaksana Bidanq Perencandan.
Keria Sama dan Bantuan H!kum.

(2)

Pasal 15

(1) Anggota Bidang Pencegahan dan Eksploitasi sebagaimana
dlmaksud dalam Pasal '13 ayat (3) huruf b, mernpunyai tugas ;

a. merumuskan program dan kegaian Gugus Tugas dalam
melakukan kegiatan pencegahan dan eksploitasi perempuan dan
anak;

b. mensosiaLisasikan dan meningkatkan pemahaman rnasyarakat
t,ndak3n pencegahal perdagangdr o-a^g dan eksplo La5.
perempuan dan anakl

c. mengembangkaf sistem infofmasi dan publikasi dalam
mendorong masyarakat untuk rneLakLrkan kampanye tindak
kejahatan dalam eksploitasi perempuan dan anak meLaiui rnedia
cetak dan elektronik:

d. rnelakukan pemetaan llngkup Provinsi dan Kota Admlnistrasi/
Kabupaten Admi"listfasi lirdak p.ddna p. ddqanqan or.nJ

" !^9T3ll?^y, ^dji^T9lgsJ:lu"^ti 
pel3'( <a.a an \eb.ja t a n. pros 3m

oan heqaldn pplcegand'l odn efsolcjLaS dalar"r perd.ganga.l
orang; oan

f. 'reldporhdn pe alsa.]dan kegiar.rl per cegahan dan -L .p o las
kepada Wakil Ketua Pelaksana Bidang Pencegahan dan Eksploitasi.



(2)

(1)

Anooord Biddnq Penceqdhdn oan Eksploilas ddlam melal'sdnakdn
r-oi! sebaoaim.na dimaks-d pada ayaL \1) belanqgurq lawab
\e-paoa Wakil KetJa Pelahsana Bidang Penccaaqan dan fk\plo ta5

Pasai 16

Anqcrota Bidanq Rehab itasi, Pe.nLangJn dan Roi-lPo d> Sosid
seo'a'gaimana oimaksud dalan' Pasal 13 ayal /1) hLl.-' l-

mempunyaLlugas:

a. mer!muskan program dan kegiatan Gugus Tugas dalam
melakukan kegiatan rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasL
sosral;

b. melakukan oen'rantauan pelaksanaan peLayanan kesehatan yang
diberikan Rumah Sakii, Rumah Sakit Umum Daerah,
Puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan lain tefhadap
korban perdagangan orang,

c. melakukan pemantauan pelaksanaan pelayanan rehabilitasi
yang dilakukan oleh SKPD/UKPD, lnstansi terkait, atau lembaga
rehabilitasi terhadap korban pe.dagangan orang;

d. melakukan pemantauan pelaksanaan pendamplngan yang
dibe.ikan oleh SKPD/UKPD, insiansi terkait dan Lernbaga
pendampingan korban perdagangan orang;

e. meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dan rehabilitasi
sosial terhadap korban pefdagangan orang,

f. melakukan pemulangan korban tindak perdagangan orang; dan

g. melakukan evaluasi dan melaporkan keglatan re.habilitasi,
pamulanqan dan fe;ntegras; sosial FepJda Wakil KelLd P^laksana
Bidang Rel'abi'tas.. PenJlangan oan Rei'teg.asl Sosla.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Anqqora B,da.q RehabiliLdsi. Pem-'anqln d.n Reinlegras' belangqu^g
iaw; kepaoa Wal I helra Pelalsa^a B dang Rchabillasj. Pen-ula^9a-
dan Reintearasi Sosial.

BAB '
SUB GUGUS TUGAS

Pasal 17

Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas
Kota Adminisirasi/Kabupaien Administrasi, dapat dlbentuk Sub Gugus
Tugas berdasarkan karakteristik dan kebutuhan tiap Kota Admlnistfasi/
Kabupaten Adrninistrasi.

(1)

Pasal 1B

Sub Gugus Tugas mempunyal tugas membantu pelaksanaan tugas
Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di wilayah
Kota Administras'/Kabupaten Adm:1ist'asi n asing-'ras n J.

Susunan Organisasi dan susunan keanggotaan Sub Gugus Tugas
ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas berdasarkan karakteristik dan
kebutuhan tiap Kota Administrasi/Kab!paten Administfasi.

Pembentukan Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal '17 ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas.

\,..

(2)

(3)
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BAB VI

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan koordinasi, Gugus Tugas menyelenggarakan
Rapai Koordinasi yang meliputi :

a. Rapat koordinasi pleno;

b. Rapat koordinasi Sub Gugus Tugas; dan

c. Rapat koordinasi khusus.

Pasal 20

Raoat koord:nasi pleno sebaearmana d.ma\sud dalam Pasa 19 hur-t a,
dii(uti seluruh Anbgota Gugus Jugas dan dilaksanakan secara berkala
sekurang-kurangnya 1 (satu) kalidalam 4 (empat) bulan.

Pasal 2'1

Rapat koordinasi Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf b, diikuti seluruh Personil Sub Gugus Tugas dan
dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Pasal 22

(1) Rapat Koordinasi khusus sebagaimana dirnaksud dalam Pasal '19

huruf c, dilakukan dalam penanganan khusus perdagangan orang.

(2) Rapal koordinasi khusus sebagaimand dimdksud pad. ayal (l)
diikuti selu'uh Personrl Gugus Tugas.

(3) Rapat koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ('1)
untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan
rErdrd Let/dL vdr, (Epd(.

Pasal 23

Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
Pasal 21 dan Pasal 22, berpedoman pada mekanisme koordinasi yang
dilaksanakan Gugus Tugas Pusat.

Pasal 24

Untuk meniamrn efekuviLas penceqahan dan oenanaqulanodn
perdagangan orang. Gugus Tugas melS\ukan kooroinasi, peiriantaia^
dan evaluasi. serta pelaporan secara perodi\ kepadd CJgus lugas
Pusat.

BAB VII

EVALUASI

pasal 25

(-) Evaluasi pelaksanaan penceg€l-dn oan penanganan f'lddk pdand
perdagangan ofang dilaksanakan secafa berhala setiap tah.tn aLaL
sewaktu-waktu diperlu\ar oleh Guberndr.
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(2) Evaluasi pelaKsanaan pencegahan dan penanganan iindak pidana
oerdaoanqan oranq sebaqaimana dimak>ud pada ayat (1)
bitatsina[an oleh BPMPKB dan dapat nelibatkan SKPD,UKPD
dan/atau instansi terkait-

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biava pelaksanaa'r kegiatan GJgus Tugds dibebankan pada Angqdran
Pe;dabatan dan Belanja Daerah (APBD) n'elalui Dokumen Pelaksanaa'1
Anqoaian {DPA) SKPD/UKPD terkait dan Anggdran Pendapalan dan
Beia-nja Negara (APBN) sertd sumber pen'b;ayaan lain yang san dan
tidak mengikat

BAB I^

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlakLl pada tanggal diLlndangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada ianggal 27 Desenber 2010

GUBERNUR PROViNSI DAERAH KHUSUS

t.".

Diundangkan diJakarla
pada tanggal 5 Januari 2011

SEKRETARIS DAEMH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

FADJAR PANJAITAN
NIP 19550826197601 1001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2 011 NOMOR 1

IBUKQTA JAKARTA,
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Larnpifan : pe|atu€n GubernLtr Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta

Nomor 218 TAHUN 2010
Tahun lZ7 Desember 2010

SUSUNAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Kelua ; Wakil Gubernur Pfovinsi DKI Jakada

B. KetLra Pelaksana : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

C. Wakil Ketua Pelaksana

1. Bidang Perencanaan, : Asisten Pemerlntahan Sekda Provinsj DKI Jakada
Kerja Sama dan
Bantuan Hukum

2. Bidang Pencegahan : Asisten Perekonomian dan Admin staasi Sekda ProvlnsL DKI
dan Eksploitasi Jakarta
Pefempuan dan Anak

3. Bidang Rehabilitasi, : Asisten Keseiahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
Pemulangan dan
Reinlegrasi Sosial

D- Sekaetaris

1. Sekretaris | : Kepala Badan Pemberdayaan N4asyarakat dan Perempuan, dan
Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta

2. Sekretaris ll : Kepala Blro Kesejahteraan Sosjal Setda Provinsi DKI Jakarta

E. Anggota

1. Bidang Perencanaan, : a. Kepala Kepolisian Daerah N4elro Jaya
Kerja Sama dan b. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakada
Bantuan Hukurn

c. Ketua Pengadllan Negeri P.ovinsi DKI Jakada
d. Kepala Kanwil Kemenlerian HukLrm dan HAIV Provinsi DKI

Jakarta
e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi DKlJakarta
f. Kepala Badan Pengelo aan Keuangan Dae€h Provlns

DKlJakarta
g. Kepala Badan Pusat Slatistik Prov nsi DKI Jakarta
h. Kepala Blro HukLrm Setda Provinsi DKlJaka.ta
i. Kepala Blro Organisasidan Tatalaksana Setda Provins

DKI Jakarta
j. Kepala Bifo Kepala Daerah dan l<e4asama Luar Negeri

Seida Pfovinsi DKI Jakarta
k. Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak
l. Ketua Len'rbaga Swadaya Masyarakat Bidang Huk!m

m. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Bidang Perempuan
n. Ketua Lembaga Swadaya Nlasyafakat Bidang Anak
o. Ketua Lembaga Konsultasi lan Bantuan Hukum (LKBH)

Perernpuan dan Keluarga (PeKA) DKI Jakarta



2. Bidang Pencegahan
dan Eksploitasi
Pefempuan dan Anak

3. BidangRehabilitasi,
Pemu angan, dan
Reintegrasi Sosial

a Kepala Badan Nasiona Penempatan dan Perlndungan
Tenaga Kerja Indonesla Provinsi DK Jakada

b. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI

c. Kepala D nas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsr DKI
JaKana

d. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provjnsl DKI Jakarla
f. Kepala Biro Perekonomian Provinsi DKI Jakarta
g. Kepala Kanlo.lmigrasi Provinsi DK Jakarta
h. Keiua Pusat Stud Wanita Pergufuan Tingg

Negeri/Perguruan Tinggj Swasta
i. Ketua Percatuan GLrru Replb k Indonesia Provinsi DKI

Jakarla
j. Ketua Asosiasi Ser kat Pekerja Dae.ah
k. Ketua Asosiasi Bidang Pariwisata
L Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kela lndonesia

Provinsi DKI Jakarta
m. Kepala Badan tjsaha [,.1irk Daerah

a- Kepala Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, Bekasl Cianjur

b. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
c. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
d. Kepala Dinas Kesehataf Pfov ns DKI Jakarta
e. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan S pil

Provinsi DKI Jakarta
f. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
g. Kepala Dinas Kopefasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah dan Perdagangan Prcvinsi DKI Jakarta
h. Direktur Rumah Sakit Marinir Ciandak
i. Direktuf Rumah Saklt Fatmawati
j. Direkiur Rumah Sakit lnfeksiSu lanti Safoso
k. Direktur Rumah Sakit Kesehatan Dae.ah l\,4iltter
l. Direklur Rumah Sakit Angkatan Udara Halim perdana

Kusuma
rn. Direktur Rumah Sakit Angkatan Darat catot Subroto
n. Direkiur RL]mah Sakit Angkatan Darat Ridwan N,4aufaksa
o. Direktur R!mah Sakit Angkalan Laut Mintohardjo
p. Direktur Rlrmah Sakit Kepolis an Pusat
q. Direktur Rumah Sakit Sukamto
r. Direktur Rumah Sakit Persahabalan
s. Direktuf Rumah Sakit Umum Daerah Koja
t. DirektLrr Rumah Sakit ljmum Dae.ah Rasar Rebo
u. Ketua Organisasi Profesi
v. Ketua Organisasi Angkuta| Dafat P.ovinsi Dl( Jakarta
w. Kepa a Pusat Kesehatan lvlasyarakat Kecamatan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
TA JAKARTA,




